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Adanya penerapan sistem informasi akuntansi dalam Instansi ataupun 

organisasi lainnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja Satker agar menjadi 

lebih efektif dan efisien serta mempunyai data yang akurat dan mudah di akses. 

Hal ini juga dilakukan pemerintah melalui aplikasi SAKTI untuk meningkatkan 

kinerja Instansi khususnya dalam perekaman transaksi Satker beserta pengelolaan 

anggaran keuangan Satker. SAKTI adalah aplikasi yang dikembangkan dengan 

memanfaatkan jaringan internet dan database sebagai tempat menyimpan data 

sebagai sebuah sistem informasi akuntasi terintergrasi yang dibangun untuk 

mendukung kinerja Satker khususnya yang berkaitan dengan keuangan Satker. 

 Kanwil DJP Jawa Barat  III adalah salah satu Instansi Pemerintahan yang 

bergerak di bidang perpajakan. Instansi ini setiap harinya tentu akan melakukan 

transaksi keuangan dalam menjalankan roda pemerintahan di  dalam instansi dan 

salah satu transaksi yang akan sering dilakukan adalah pengadaan jasa seperti 

sewa catering, jasa pos, jasa maintenance. Dengan adanya SAKTI, diharapkan 

Instansi akan lebih efisien dalam melakukan pencatatan transaksi tersebut.  

 Laporan akhir ini dibuat dengan tujuan menguraikan penggunaan SAKTI 

dalam perekaman pengadaan jasa kontraktual di Kanwil DJP Jawa Barat III untuk 

tahun anggaran 2019. Laporan ini akan menguraikan bagaimana prosedur 

pengadaan jasa kontraktual terbentuk, menguraikan pihak yang terkait dalam 

pengadaan jasa kontraktual, menguraikan dokumen dan dokumen digital yang 

dibutuhkan dalam proses pengadaan jasa kontraktual melalui aplikasi SAKTI, 

menggambarkan Data Flow Diagram(DFD) setiap dokumen dalam pengadaan 

jasa, menguraikan penjurnalan yang terjadi dalam pengadaan jasa serta 

menguraikan pengendalian yang dilakukan dalam aplikasi SAKTI dan di Kanwil 

DJP Jawa Barat III. 

Modul yang akan digunakan aplikasi SAKTI dalam pengadaan jasa jenis 

kontraktual di Kanwil DJP Jawa Barat III adalah modul komitmen dan modul 

pembayaran. Modul komitmen digunakan untuk perekaman Kontrak yang 

dilakukan oleh pejabat penerimaan sebagai operator dan di validasi oleh PPK 

sebagai validator. Saat PPK sudah melakukan persetujuan kontrak maka sistem 

akan membentuk ADK kontrak kemudian Satker akan menerima kembali Nomor 

Register Kontrak berdasarkan ADK kontrak tersebut. Kemudian saat dilakukan 

penerimaan jasa, pejabat penerimaan akan mengecek kesesuaian spesifikasi yang 

diminta dalam kontrak. Sesudah dilakukan serah terima, pejabat penerimaan 

sebagai operator akan merekam BAST. Staff PPK akan menyiapkan SPP yang 

ditunjukan sebagai acuan pembayaran kepada penyedia, SPP selanjutnya 

divalidasi terlebih dahulu oleh PPK sebagai validator kemudian akan terbentuk 

ADK SPP dalam sistem, nantinya Satker akan menerima kembali Nomor Resume 

Tagihan berdasarkan ADK SPP tersebut. Staff PPSPM akan mengecek SPP yang 

telah di validasi PPK beserta dokumen pendukung dari staff PPK, kemudian 
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PPSPM mengecek dokumen tersebut. Jika sudah sesuai maka PPSPM sebagai 

approver akan melakukan persetujuan SPM dan disimpan dalam database 

SAKTI. Saat KPPN sudah melakukan persetujuan terhadap SPM yang diberikan 

Satker, maka KPPN akan mencairkan uang kepada pihak penyedia dan Satker 

akan menerima kembali nomor SP2D dari KPPN sebagai bukti sudah 

dibayarkannya hak tagih dari penyedia oleh KPPN dan Staff PPSPM sebagai 

operator akan mencatatkan nomor SP2D tersebut kedalam ADK SPM. 

Penjurnalan yang dilakukan dalam aplikasi SAKTI sama seperti penjurnalan 

akuntansi pemerintahan pada umumnya yaitu pembebanan metode akrual dalam 

akun “Beban Sewa” dan pembebanan metode kas dalam akun “Belanja Sewa”. 

Selain itu, aplikasi SAKTI juga menggunakan 12 segmen BAS yang akan akan 

menentukan kategori pembebanan beserta detail transaksi. Kemudian dalam 

sistem pengendalian internal di aplikasi SAKTI, terdapat 4 jenis pengujian 

perhadap pengendalian internal SAKTI dan Satker Kanwil DJP Jawa Barat III 

untuk menentukan apakah keduanya telah memenuhi poin pengendalian internal 

yang diinginkan yaitu: (1)struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab, 

(2)wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan, (3) 

praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas, (4) Karyawan yang mutunya sesuai 

dengan tanggung jawabnya. 

 

Kata kunci : Belanja Barang dan  Jasa, Pembayaran Metode LS, Pengadaan Jasa, 

SAKTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


